PEMAHAMAN GRATIFIKA

Untuk Indonesia Bebas Korupsi

Kedeputian Pencegahan — Direktorat Gratifikasi KPK
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GRATIFIKASI
YANG TIDAK
WAJIB DILAPORKAN




UU 31/1999 juncto UU 20/2001

Ada 30 jenis tindak pidana korupsi dan pada
dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kerugian
Keuangan
Negara

7. Konflik
Kepentingan
dalam
Pengadaan

2. Suap

6. Perbuatan
Curang

KPK 5. Pemerasan 4. Penggelapan
dalam Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi



Dalam 100 tahun pertama, musuh

berhasil masuk sebanyak 3x. Bukan
dengan cara dirubuhkan, namun

dengan cara memberi GRATIFIKASI

kepada penjaga benteng.
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 Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- (Pn/PN) yang terbiasa menerima gratifikasi

yang dianggap suap (terlarang) lama
kelamaan dapat terjerumus melakukan
korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan
dan korupsi lainnya




KPK DAMPAK GRATIFIKASI
(YANG DIANGGAP SUAP)

Mempengaruhi

Pejabat Publik

RESPECT

dan Prosedur TUJUAN TIDAK

. Rusaknya Sistem
INTE@KITY VISI, MISI dan
“ TERCAPAI
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APA ITU GRATIFIKASI ?

Definisi Dan Bentuk Gratifikasi
Menurut Penjelasan Pasal 12 B UU 20 Tahun 2007

<> DEFINISI

Pemberian dalam arti luas

. Pinjaman Tanpa
| Bunga

Pengobatan
Cuma-Cuma

B Perjalanéﬁ
: Wisata

" Fasilitas Lainnya
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* Ekspresi persahabatan
* Wujud terima kasih kepada tem:




Hadiah, Gratifikasi, Suap, Gratifikasi yang Dianggap
Suap

. Gratifikasi

- Pemberian dalam arti
luas, penerima PN/Pn

- Pemberian yang
wajar
- Karena hubungan

baik, tidak terkait
sama sekali dengan
jabatan

HADIAH GRATIFIKASI

N

GARTIFIKASI
YANG
DIANGGAP

SUAP

- Berhubungan dengan

- Meeting of mind jabatan dan

- Transaksional . Berlawanan dengan
kewajiban atau

tugasnya

Disarikan dari pendapat Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MH, Guru Besar Hukum Pidana FHUI
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Pasal 12B ayat (1), UU No.31 Tahun 1999 j.o UU No0.20 Tahun 2001 G ratlfl kaSI I Iegal

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya.

Pidana bagi pegawal negeri atau
penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) adalah pidana penjara
seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun, dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00
SRR (dua ratus juta rupiah) dan paling
R R banyak Rp. 1.000.000.000,00
R (satu miliar rupiah).

komisi Pemberantasan Korupsi



UNSUR PASAL12B
AYAT (1) UU 20/2001

Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara

Menerima Gratifikasi

Berhubungan dengan Jabatan
dan Berlawanan dengan
Kewajiban atau Tugasnya




KPK Pegawai Negeri

(UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001)

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang
Kepegawaian

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima

bantuan dari keuangan negara atau daerah

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.




Penyelenggara Negara

Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara

Pejabat negara pada lembaga tinggi negara

Menteri

Gubernur

Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan yang
berlaku : Duta Besar, Wagub, Bupati/Walikota dil.
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Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan
merupakan suap dilakukan oleh
Penuntut Umum .
Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan
merupakan suap dilakukan oleh
Penerima Gratifikasi

PP

< Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

> Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)



Luasnya pengertian gratifikasi oleh UU menunjukkan bahwa pemberian
dalam bentuk apa saja, dari siapa saja dan dengan motivasi apa saja,
hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima, yaitu memenunhi
kriteria Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

Komisi Pemberantasan Korupsi




Kpu

Gratifikasi wajib - Meskipun hakim menilai

- Penerimaan 3Py | e
= - : gagal membuktikan
gratlﬂ kasi e Em e an penerimaan gratifikasi
tidak harus dalam hal dari Alif Kuncoro dan
dibuktikan tempo tertentu Denny Adrianz terkait
secara tidak dilaporkan dengan pengurusan
o 1 1 -
rinci/detail maka setiap perkara banding pajak, -

namun karena Terdakwa

penerimaan tidak dapat

tersebut harus membuktikan asal-usul — " —
dianggap dana sesuai dengan . -
sebagai “Suap”; ketentuan Undang-

undang, hakim tetap
menegaskan hal tersebut
tidak mengurangi peran
terdakwa atas telah
terbuktinya menerima

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013



D

Pendirian Hakim dalam Kasus
DHANA WIDYATMIKA

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1540 K/PID.SUS/2013 tanggal 9 Oktober 2013



KPK . TERDAKWA DENGAN VONIS

PASAL GRATIFIKASI
No.| Nama | Jabatan |  NomorPutusan | Vonis

Yugo Saldian Anggota DPRD  04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012 4 tahun
Pangkalpinang

4. Badaruddin Anggota DPRD 2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014 4 tahun
Usman Pangkalpinang
6. Kusniati Achar Mantan Anggota 1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014 4 tahun
DPRD Pangkal
Pinang



KPK . TERDAKWA DENGAN VONIS

PASAL GRATIFIKASI

No. |[Nama _ [Jabatan  [NomorPutusan  |Vonis

.

Alfian Helmi Anggota DPRD 1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014 4 tahun
Pangkalpinang
periode 1999-2004

l. Wayan Bupati Klungkung 7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 15 tahun
Chandra 2015



Komisi Pemberantasan Korupsi

Masyarakat Masyarakat
/Pengusaha /Pengusaha

Gratifikasi
“Pasift”

Penyuapan
“Transaksional”

Perbedaan
Pemerasan, Suap,
dan Gratifikasi

Pegawai Negeri
/Penyelenggara Negara

Pemerasan
“Aktif”

Masyarakat
/Pengusaha



Komisi Pemberantasan Korupsi

SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI SUAP

TOLAK

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap

- Gratifikasi diterima langsung

TERIMA DAN LAPORKAN

- Diterima secara tidak langsung

- Dalam keadaan sulit menolak

- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut




Komisi Pemberantasan Korupsi

GRATIFIKASI YANG WAJIB

DILAPORKAN

KATEGORI
GRATIFIKASI

GRATIFIKASI YANG TIDAK
WAJIB DILAPORKAN
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CONTOH GRATIFIKASI YANG
WAJIB DILAPORKAN

GRATIFIKASI DALAM RANGKA KPK
p E LAKS AN AAN TU G AS Komisi Pemberantasan Korupsi

Terkait dengan pemberian layanan pada
masyarakat

Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan
anggaran

Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan,
audit, monitoring dan evaluasi;

Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;
Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi
pegawai;

Dalam proses komunikasi, negosiasi dan
pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait
dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
Sebagai akibat dari perjanjian
kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak
lain yang bertentangan dengan undang-undang
Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama
atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait
dengan jabatan dan bertentangan dengan
kewajiban/tugasnya..

Dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari
raya keagamaan,;



GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
telah dikenal sebelumnya pada Surat
Edaran KPK B-1341 Tahun 2017 tentang
Pedoman dan Batasan Gratifikasi



GCRATIFIKAST YANG

XDILAPORKANX

Karena hubungan
keluarga, sepanjang
tidak memiliki konflik
kepentingan.

Penyelenggaraan pernikahan, "=
’ kelahiran, agigah, baptis,
khitanan, dan potong gigi, atau
upacara adat/agama lain paling
banyak dengan batasan nilai per

pemberian 1juta Rupiah
. Al SR .




GCRATIFIKAST YANG

KPK

xD | LAPORKANX

I ﬁPISA SAMBUT i
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Sesama pegawal pada pisah sambut,
pensiun, promosi, dan ulang tahun
(tidak berbentuk uang) paling
banyak Rp300.000 dengan total
pemberian Rp 1juta dalam1th dari
pemberi yang sama.
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KPK CRATIFIKASI YANG
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XDILAPORKANX

Hidangan atau sajian yang
berlaku umum.

|

~

Sesama rekan kerja paling banyak \4
| (tidak dalam bentuk uang)
Rp200.000,00 dengan total
pemberian Rpl.000.000,00 dalam 1
(satu) tahun dari pemberi yang
| sama.




CRATIFIKAST YANG

KPK

XDILAPORKANX

Prestasi akademis
/non akademis yang
diikuti dengan biaya
sendlrl seperti

Keuntungan /bunga dari
penempatan dana, investasi,
atau kepemilikan saham

' 5';3}' pribadi yang berlaku umum:;
/kompetisi tidak terkait g

kedinasan.



GCRATIFIKAST YANG

Komisi Pemberantasan Korupsi

XDILAPORKANX

TIDAK WAJIB®
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Manfaat bagi seluruh

peserta koperasi atau .\i|

organisasi pegawai C———eeeanl | BN
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keanggotaan yang B . -
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Seminar kit yang
berbentuk seperangkat
modul & alat tulis serta
sertifikat yang diperoleh
dari kegiatan resmi
kedinasan, seperti rapat,
seminar, workshop,

konferensi, pelatihan, atau

kegiatan lain sejenis yang |
berlaku umum.



GCRATIFIKAST YANG

KPK

XDILAPORKANX

Penerimaan hadiah, beasiswa, Kompensasi profesi di luar kedinasan,
atau tunjangan, baik berupa L yang tidak terkait dengan tupoksi dari
uang /barang yang ada . 4 pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik
kaitannya dengan peningkatan ! '*ufdé kepentingan, dan tidak melanggar
prestasi kerja yang diberikan ;@ aturan internal instansi pegawai
oleh Pemerintah /pihak lain ' /kode etik;
sesual peraturan perundang-
undangan yang berlaku
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'PENYELUNDUPAN HUKUM

GCRATIFIKAST TERKAIT KEDINASAN

Pemberian honor atau Pemberian honor
insentif lainnya dalam = R dalam kegiatan
jumlah atau frekuensi fiktif.

tidak wajar (standar
biaya umum).

Pemberian bantuan
dalam bentuk uang,

Pemberian fasilitas setara uang, barang

hiburan/wisata di bergerak maupun
dalam rangkaian barang tidak bergerak
kegiatan resmi. dari pihak lain kepada

instansi untuk menarik
perhatian atasan.

kepada KPK

éé Tindakan: gratifikas
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CONTACTUS (L 7

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
JI. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300 &

www.kpk.go.id &

Direktorat Gratifikasi

JI. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi
(021) 2557 8448 &

(021) 5289 2459 &
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id &

Komisi Pemberantasan Korupsi




